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I.
PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR-RI dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, dibuka pukul 12.00 WIB, oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.
II.  
POKOK-POKOK PEMBICARAAN

· RDPU antara Komisi II DPR RI dengan mantan Bupati Muna (Ridwan Bae), Ketua DPRD (Fraksi PPP Haji Suaib ),  Pemkab Kolaka yang dihadiri Asisten I Syarifuddin Lappase, Kabag Pemerintahan Akbar, Kepala Kesbang Atim Bioko. Sementara dari camat, ada Syakhrifin (Camat Tirawuta), Waris (Camat Loea), Abidin Nggoso (Camat Tinondo), Sabaruddin (Camat Ladongi), Nyoman Swastika (Camat Polipolia), Nasruddin (Camat Uluiwoi), La Ramuli (Camat Mowewe), Anwar Jafar S (Camat Lambandia).
· Menanyakan kepada Komisi II DPR RI kapan pemekaran untuk Calon Kabupaten Kolaka Timur direalisasikan mengingat aspirasi ini sudah disampaikan sejak DPR RI periode 2004-2009, namun hingga saat ini tidak kunjung  ada realisasinya, sementara Konawe Utara sudah dilahirkan. 

· Ketua DPRD (Fraksi PPP Haji Suaib ) meminta keterangan kepada Komisi II DPR RI, sesungguhnya apa persoalannya dan adakah kekurangan persyaratan dari  Calon Kabupaten Kolaka Timur.

· Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dihadiri Asisten I Syarifuddin Lappase, Kabag Pemerintahan Akbar, Kepala Kesbang Atim Bioko menambahkan adakah yang jadi hambatan dilapangan selama ini, dan mereka meminta petunjuk dari Komisi II DPR RI.

 III.
PENUTUP

· Komisi II DPR RI memahami aspirasi usul pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai salah satu upaya untuk memangkas rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada saat ini. Saat ini Komisi II DPR RI masih melakukan proses verifikasi dan validasi persyaratan administratif atas 33 (tiga puluh tiga) usulan pembentukan daerah otonom baru yang telah berproses pada periode keanggotaan Komisi II DPR RI 2004-2009. Tindak lanjut dari ke 33 (tiga puluh tiga) usulan pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut nantinya  tetap akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan nasional atas penataan daerah di Indonesia, kiranya Tim pembentukan Kolaka Timur tetap bersabar. 
· Komisi II DPR RI juga berharap bahwa mudah-mudahan aspirasi rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung Pembentukan Calon Kolaka Timur dapat terwujud dan aspirasi masyarakat Kolaka yang mendukung pembentukan Kolaka Timur akan disampaikan ke Pemerintah.
Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.
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